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BAB III 

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN 

KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 

(DKPP)  DALAM PEMILU LEGESLATIF DI KABUPATEN 

CIANJUR TAHUN 2014 

A. Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah 

mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, salah satu tujuan utama 

amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (cheeks and 

balances) antar lembaga negara. Dalam menata setiap lembaga negara, 

menurut Saldi Isra, konstitusi memiliki tiga fungsi pokok, yaitu:
81

 (1) 

menentukan lembaga lembaga apa saja yang ada dalam sebuah negara; 

(2)menjelaskan bagaimana hubungan, kewenangan, dan interaksi antar 

lembaga negara; dan (3) menjelaskan hubungan antara negara dengan 

warganya. 

Selain bertujuan menata keseimbangan (cheeks and balances) antar 

lembaga negara, konstitusi juga mengamanatkan untuk membentuk 

lembaga negara yang bersifat penunjang, yang dalam teori politik atau 

hukum tata negara disebut the auxiliary state organ. Teori ini 

mengemukakan bahwa dalam perkembangan negara modern, sistem trias 

politica atau pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif versi 

                                                           
81 Lihat Keterangan Saksi Ahli Saldi Isra, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-

VIII/2010 tentang pengujian UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 

1945. 
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Montesquieu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, karena lembaga 

negara utama (main state organ) yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif tidak mungkin bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan 

sendirian, sehingga diperlukan lembaga-lembaga negara yang berifat 

penunjang. 

Menurut Jimly Assiddiqie, pembentukan lembaga-lembaga negara 

adalah sebagai bagian dari ekperimentasi kelembagaan (institutional 

exsperimentation) yang bisa berupa dewan (council), komisi 

(commission), komite (committe), badan (board), atau otorita (authority).
82

 

Khusus tentang keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, diatur dalam 

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Pemilihan umum 

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri”. Original intens Pasal 22E ayat (5) UUD 

1945 tersebut, menurut Jimly Ashiddiqie, ketentuan pasal tersebut tidak 

secara tegas menyebutkan kelembagaan penyelenggara pemilu.
83

 

Ketentuan tersebut hanya menyebutkan kewenangan pokok komisi 

pemilihan umum, sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Nama 

kelembagaan dalam klausula tersebut tidak secara tegas disebutkan. 

Klausula komisi pemilihan umum tidak disebutkan dengan huruf besar, 

sebagaimana MPR, DPR, DPD, Presiden. Penamaan kelembagaan 

penyelenggara pemilu justru dimandatkan untuk diatur dengan undang-
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 Jimly Assiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Op. Cit., h. 29 
83 Jimly Ashiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, h. 237. 
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undang sebagaimana disebutkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Artinya, 

undang-undang dapat saja memberi nama lain kepada penyelenggara 

pemilu, bukan komisi pemilihan umum. Apapun nama lembaga tersebut, 

tapi memiliki tugas pokok penyelenggaraan pemilu maka dapat disebut 

sebagai komisi pemilihan umum. Merujuk pada Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam 

putusannya telah menempatkan KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai 

lembaga yang mandiri, sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan MK 

Nomor 11/PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Maret 2010, yang menyatakan: 

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang 

luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan 

bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakanoleh suatu komisi 

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. 

Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak 

merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada 

fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, 

tetap dan mandiri. Menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan 

pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga 

pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi 

penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, 
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dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 

yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum 

yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum 

yang memenuhi prinsip-prinsip oleh lembaga independen, akan 

mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan 

Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV 

Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2007, harus 

diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas 

melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga 

fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur 

penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang 

mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan 

sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi 

penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan 

kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.” 

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara 

kelembagaan DKPP kedudukannya sejajar dengan KPU mapun Bawaslu, 

sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, 

tetap dan mandiri, sebagaimana diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. 

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
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Penyelenggara Pemilu, DKPP ditempatkan sebagai lembaga yang bersifat 

tetap dan berkedudukan di ibu kota Negara Selain itu, DKPP adalah 

lembaga yang tergolong sebagai state auxiliary organs, atau auxiliary 

institutions yaitu lembaga negara yang bersifat penunjang. 

 Karena diantara sekian banyak lembaga-lembaga tersebut adapula 

yang disebut sebagai self regulatory agencies, independent supervisory 

bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (mix-

funcion) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi 

penghukuman yang biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara 

bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.
84

  

Secara struktur keanggotaan DKPP, sebelum adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUUIX/2011 anggota DKPP berjumlah 

15 (lima belas) orang. Namun akibat dari putusan MK tersebut, akhirnya 

keanggotaan DKPP yang semula 15 (lima belas) orang akhirnya menjadi 7 

(tujuh) orang, yaitu terdiri dari: 1 (satu) orang unsur KPU, 1 (satu) orang 

unsur Bawaslu, dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat, sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 109 ayat (4) Undang Undang Nomor 15 Tahun 

2011. Struktur keanggotaan DKPP  periode 2012-2017 ada tujuh anggota, 

yang terdiri dari tiga perwakilan unsur DPR, dua dari unsur pemerintah, 

dan dua masing-masing dari unsur penyelenggara pemilu (KPU dan 

Bawaslu). 
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